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INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan
kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam

rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang
strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 — 2025 dan
jangka menengah tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembanungan zona
integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
(WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan
disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang

bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaran fungsi
pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project
menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan

dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih
melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai
diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi
yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya
untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri
Tangerang.



Tabel

NILAI IPAK TRIWULAN IV TAHUN 2023
_ lndeks Perseps: Anti Korupsi:
|. 98 93 ] Kategori: BERSIH

. DARI KORUPSI
Nomor Ruang Lingkup Nilai Kategori Peringkat
Bersih dari
1 Manipulasi Peraturan 3932 K ; 10
orupsi
) o " bat 3.937 Bersih dari .
enyalahgunaan Jabatan Korupsi
Bersih dari
3 Menjual Pengaruh 3.939 . 8
Korupsi
Bersih dari
4 Transaksi Biaya 3.947 . 7
Korupsi
Bersih dari
5 Biaya Tambahan 3.953 . 6
Korupsi
Bersih dari
6 Hadiah 3.965 o 5
Korupsi
5558 Bersih dari
74 Transparansi Biaya 2 Korupsi 4
Bersih dari
8 Percaloan 3.975 ; 3
Korupsi
- Bersih dari
9 Perbuatan Curang ¥ Korupsi 2
Bersih dari
10 Transaksi Rahasia 3.979 ; 1
Korupsi

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri
Tangerang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,96 /
98,93% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing — masing
memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan
manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.

2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang
petugas melayani tanpa meminta imbalan.

3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak

ada.



10.

Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu
sesuai tarif.

Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya
tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak
diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.

Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran
yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.

Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri
Tangerang.

Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri
Tangerang.



Rekomendasi :
Merujuk pada hasil indeks persepi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja
Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2023 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator
memliki indeks diatas 3,96 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh
indikator penyusunan tersebut menujukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah
diantara indikator lainnya. Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :
1. Manipulasi Peraturan nilai mencapai 3,932
Tindak lanjut : Akan ditingkatkan pengawasan kepada petugas PTSP agar selalu dapat
memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku.

2. Penyalahgunaan jabatan nilai mencapai 3,937
Tindak lanjut : Akan dialihkan Seluruh pembayaran dilakukan secara mandiri oleh Pengguna
Layanan langsung ke Bank, tidak terdapat pembayaran yang dititipkan kepada petugas PTSP.
Akan dilakukan sosialisasi kepada petugas PTSP dan pengguna layanan bahwa seluruh

pembayaran langsung dibayarkan melalui transfer bank.

3. Menjual pengaruh mencapai nilai 3,939
Tindak lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang Kelas | A Khusus dalam hal melakukan semua
pelayanan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan hanya dilakukan melalui meja
layanan PTSP dan ruang tamu terbuka.

Tangerang, 4 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

\Fahmiron



o Pimpinan memberikan pengarahan kepada para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).




¢ Pimpinan melakukan sosialialiasi disiplin pegawai dan sosialiasi pembaruan pedoman PTSP kepada
seluruh pegawai Pengadilan Negei Tangerang.
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e Ruang PTSP dan ruang tamu terbuka Pengadilan Negeri Tangerang.




